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BAB IV 

ANALISIS SADD  AL-DHARI>>’AH  TERHADAP PERKAWINAN BAWAH 

TANGAN  DI  KELURAHAN  UJUNG KECAMATAN SEMAMPIR KOTA 

MADYA SURABAYA 

A. Faktor Perkawinan  Bawah Tangan  Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir 

Kota madya Surabaya 

       Sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya pernikahan di 

bawah tangan atau nikah sirri bagi masyarakat Kelurahan Ujung  yang 

disinyalir masih terbilang banyak. Bukan saja dilakukan oleh kalangan 

masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat menengah keatas, 

kondisi demikian terjadi karena beberapa factor yang melatarbelakanginya.      

Akan tetapi peneliti hanya secara umum menjelaskan terjadinya pernikahan 

bawah tangan  yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 

1.    Agama  

       Sebagian Masyarakat Kelurahan Ujung yang melakukan perkawinan 

bawah tangan masih mempunyai pemahaman pernikahan yang mereka 

lakukan sudah sah secara agama yaitu ada calon mempelai, wali, saksi, mas 

kawin, dan ijab qabul. Yang berbeda hanya tidak ada pencatatan resmi. Hal 

itu mereka peroleh dari keterangan ustdz-ustdz  saat mereka belajar 

pendidikan keagamaan.  Keberadaan ustdz yang mempunyai peranan 

penting dan disegani oleh masyarakat, peran seorang ustdz ataupun kyai 

yaitu mengarahkan kearanh yang baik dan tetunya sikap kyai atau ustadz 

ini tidak memberikan contoh yang buruk pada masyarakatnya. Alasan kyai 
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atau ustdz yang menikahkan secara sirri atau perkawinan bawah tangan 

semata-mata hanya mencegah mereka dari perbuatan zina.  

2.   Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat 

       Masih banyak di antara masyarakat Kelurahan Ujung  yang belum 

memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. 

Kalaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA sebagian 

dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka; menganggapnya 

sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat; atau 

pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi; 

belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari 

pencatatan perkawinan tersebut. Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-

nilai yang  terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang, mereka 

masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah  pribadi. 

Dengan demikian, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat seperti 

itu perlu ditingkatkan melalui kegiatan penyuluhan hukum baik secara 

formal yang dilakukan oleh lembaga instansi terkait maupun secara informal 

melalui para penceramah di forum pengajian majelis ta’lim dan lain 

sebagainya.   

3.   Sosial  

 

      Masyarakat Kelurahan Ujung alat pengawasannya adalah masyarakat 

itu sendiri bukan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. apabila 

seseorang itu berperilaku baik dalam masyarakat, maka seseorang itu di 

nilai baik oleh masyarakat begitupun sebaliknya jka seseorang itu 
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berperilaku tercela atau menyimpang dari norma-norma yang ada di 

masayarakat maka ia akan mendapatkan sanksi sosial berupa cibiran dari 

masyarakat itu sendiri. Seperti halnya dengan seseorang yang sudah  

bertunangan, biasanya diberikan kebebasan oleh orang tua (keluarga) untuk 

kemana saja berduaan dan masyarakat menilai bahwa itu sudah lumrah. 

Bahkan, jika salah satu dari mereka menginap dikediaman salah satunya 

pihak orang tua mengijinkan dan masyarakat tidak merespon karena 

mereka sudah ada ikatan bertunangan. Dari hal ini mereka berdua bebas 

untuk melakukan apapun sesuai keinginan mereka. Dan pada akhirnya 

melakukan seks luar nikah sehingga menyebabkan hamil di luar nikah. Jika 

tidak segera dinikahkan maka akan mendapatkan cibiran-cibiran yang tidak 

baik  dari masyarakat dan sampai kapan pun hal itu tetap diingat oleh 

masyarakat. dari kejadian itulah keluarganya menikahkan mereka secara 

sirri    

4.  Hamil di Luar Nikah 

 

       Diera globalisasi sekarang ini informasi dengan begitu mudah didapat, 

mulai dari gaya hidup, pilaku sosial suatu masyarakat tertentu dapat ditiru 

dengan mudahnya. Hal ini berpengaruh besar dalam merubah prilaku dan 

pola pikir seseorang tanpa disaring terlebih dahulu, akibatnya pergaulan 

yang mereka lakukan terkadang melampaui batas, tidak lagi 

mengindahakan norma dan kaidah-kaidah agama. Akibatnya ada hal-hal 

lain yang timbul akibat pergaulan bebas, seperti hamil diluar nikah. 

Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga, 
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yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua 

menikahkan anaknya dengan laki-laki yang menghamilinnya, dengan alasan 

menyelamatkan nama  baik keluarga,    dan   tanpa    melibatkan   petugas   

PPN,    tetapi   hanya dilakukan oleh Ustadzatau  Kyai tanpa melakukan  

pencatatan. 

5.   Faktor Ekonomi  

      Mata pencarian masyarakat Ujung cukup beragam, mulai dari Pegawai 

Sipil, Swasta, Pedagang, Karyawan, Tukang Becak hingga Pengangguran. 

Seorang tukang becak yang penghasilannya tidak menentu jka ramai paling 

banyak yang mereka dapatkan 20.000 (dua puluh) - 30.000 (tiga puluh) ribu 

rupiah. Yang cukup hanya untuk makan saja. Apalagi seorang 

pengangguran yang tidak mempunyai penghasilan. Sebab inilah dari 

sebagian masyarakat yang kesulitan ekonomi melakukan perkawinan bawah 

tangan. Karena anggapan mereka menikah resmi terbilang menguras biaya 

yang sangat cukup banyak diantaranya biaya administrasi dan biaya  untuk 

resepsi pernikahan. Walaupun resepsi itu disederhanakan akan tetapi 

masyarakat yang pengahasilannya kurang dari cukup tidak mampu dalam 

masalah biaya. Untuk memenuhi primer pun mereka merasa kesulitan, maka 

jalan termudahnya yaitu melakukan perkawinan bawah tangan atau sirri   

6.  Faktor Pendidikan  

       Rendahnya tingkat pendidikan sebagai salah satu faktor terjadinya 

praktik nikah yang tidak tercatat, menurut Bapak Hadi selaku Ketua RW 
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X
1
 : merupakan suatu kewajaran, karena pada umumnya seseorang yang 

berpendidikan rendah akan berpikir sempit dan kurang maju serta jauh 

dari pertimbangan- pertimbangan. Namun sebaliknya orang yang 

berpendidikan tinggi akan mempunyai pola berpikir yang lebih luas dan 

lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan dan untuk menentukan 

keputusan melalui pemikiran yang matang dan jeli, apalagi dalam 

menentukan suatu pernikahan dimana pernikahan tersebut adalah suatu 

pondasi dari kehidupan bermasyarakat. Secara logika bahwa pernikahan 

yang dilakukan oleh orang yang berilmu atau berpendidikan akan lebih 

bijaksana dalam bertingkah laku dan berfikir, sehingga tujuan dari 

pernikahan akan lebih mudah tercapai.  

7.  Keinginan Orang Tua  

       Praktik nikah yang tidak tercatat yang terjadi di masyarakat Kelurahan 

Ujung  salah satunya disebabkan karena faktor keiginan orang tua yang 

menikahkan anaknya dengan pilihan dari orang tua, hal ini terjadi oleh 

pasangan Marsiati yang telah diterangkan pada bab sebelumnya, keinginan 

orang tua menikahkan anaknya dikarenakan kekhawatiran terhadap anak 

dan resiko yang dihadapi, jika dalam pergaulan sehari-harinya yang tidak 

terkontrol oleh orang tua maka akan terjadi pelanggaran terhadap norma 

agama, hukum dan adat istiadat kampung. Dengan demikian menikahkan 

anak adalah jalan yang terbaik, walaupun tidak tercatat akan tetapi lebih 

ringkas, lebih mudah serta tidak berbelit-belit dan ekonomis 

 

 

                                                           
1
 . Abdul Hadi, Wawancara, Surabaya 3 Desember 2016 
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B. Solusi Bila Perkawinan Bawah Tangan Sudah Terjadi  

       Solusi yang dapat ditawarkan dalam hal  menanggulangi  nikah siri 

yaitu memperbanyak sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan dan tata 

cara perkawinan juga dengan menegakan sanksi-sanksi yang berkaitan 

dengan nikah siri salah satunya sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 45 

dan 46 PP no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan  serta pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (2) UU No.23 

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Alternatif lain yang 

dapat ditawarkan  apabila   nikah  siri  menimbulkan  permasalahan   yaitu 

dengan itsbat nikah dan pmelakukan perkawinan ulang.  

1. Mencatatkan perkawinan dengan Isbath Nikah  

        Bagi ummat Islam, tersedia prosedur hukum untuk mengesahkan 

perkawinan yang belum tercatat tersebut,  yaitu dengan pengajuan Itsbat 

Nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2 dan 3 dinyatakan, 

bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat   dibuktikan   dengan   Akta   

Nikah,   dapat diajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama . 
2
 Itsbat nikah

 ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan : 

 dalam rangka penyelesaian perceraian; 

 hilangnya akta nikah; 

 adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 

perkawinan; 

 perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun  1974 

                                                           
2
 .  
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tentang perkawinan; 

 perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak 

mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1/1974. 

       Akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan. 

Biasanya untuk perkawinan di bawah tangan, hanya dimungkinkan itsbat 

nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan 

pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) 

hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki akta nikah dari 

pejabat berwenang. 

       

       Walaupun sudah resmi memiliki akta, status anak-anak yang lahir 

dalam perkawinan di bawah tangan sebelum pembuatan akta tersebut akan 

tetap dianggap sebagai anak di luar nikah, karena perkawinan ulang tidak 

berlaku terhadap status anak  yang  dilahirkan sebelumnya. 

       Namun sayangnya, salah satu syarat dalam pengajuan permohonan 

itsbat nikah adalah harus diikuti dengan gugatan perceraian. Dan syarat 

lainnya adalah jika perkawinan itu dilaksanakan sebelum berlakunya UU 

No. 1 tahun 1974. Ini berarti bahwa perkawinan yang dilaksanakan setelah 

berlakunya UU tersebut mau tidak mau harus disertai dengan gugatan  

perceraian 

2. Perkawinan Ulang  

       Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama 

Islam. Namun, perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan  
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oleh  pejabat  yang  berwenang  pencatat     perkawinan (KUA). Pencatatan 

perkawinan ini penting agar  ada  kejelasan  status bagi perkawinan anda. 

Namun, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan bawah tangan akan 

tetap dianggap sebagai anak  di luar kawin, karena perkawinan ulang tidak 

berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan 

ulang dilangsungkan. Oleh karenanya, dalam akte kelahiran, anak yang lahir 

sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar kawin, sebaliknya anak 

yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir 

dalam perkawinan.  

 

C. Analisis Shadh Al-Dhari>’ah Terhadap Perkawinan Bawah Tangan Di 

Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya 

 

 

     Setelah peneliti menjelaskan tentang perkawinan bawah tangan di 

Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Pada bab bagian 

akhir ini menjelaskan analisis Shadh al-dzari’ah terhadap perkawinan 

bawah tangan.   

        Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang penting, sebagaimana 

peristiwa kelahiran kematian dan lain-lain. Untuk membuktikan adanya 

perkawinan tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya peristiwa itu 

sendiri tanpa adanya bukti tertulis berdasarkan pencatatan di lembaga yang 

ditunjuk. Dengan demikian pencatatan yang kemudian ditindak lanjuti 

dengan dikeluarkannya akta surat nikah oleh pejabat yang berwenang, 

maka fungsi akta merupakan alat bukti sempurna (otentik). Jika tidak 
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maka praktik pernikahan yang dilakukan pada sebagian masyarakat 

Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Surabaya adalah ilegal. 

       Dalam konteks Indonesia, praktik nikah yang tidak tercatat yang 

dipahami selama ini, sebenarnya bukan yang dimaksud oleh fiqih dengan 

nikah yang tidak tercatat. Karena kebanyakan orang melihat bahwa nikah 

yang  tidak  tercatat  itu,  adalah    nikah  yang  tidak  dicatatkan, meskipun 

telah memenuhi syarat dan rukun nikah, serta diketahui banyak orang. 

Nikah seperti ini, dalam hukum Islam sah-sah saja, sehingga sebagai 

akibatnya, segala hal yang diperkenaan oleh adanya akad nikah yang,  

boleh dilakukan oleh suami-isteri 

Meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun 

perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai 

pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dipandang tidak sah di 

mata hukum. 

Dengan melihat paktek perkawinan bawah tangan yang telah 

dijelaskan diatas  menimbulkan terjadinya masalah dan kemafsadatan 

atau lainnya.  pada dasarnya hukum Sha>d ad-dhari’ah meminimalisir 

kemafsadatan.  

Sha>d ad-dhari’ah merupakan suatu metode penggalian hukum Islam 

dengan mencegah, melarang, menutup jalaan atau wasilah suatu pekerjaan 

yang awalnya dibolehkan, tetapi karena dapat menimbulkan sesuatu yang 

mmenyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang, maka hal 

tersebut menjadi dilarang untuk dilakukan, sebagaimana dalam praktek 
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perkewinan bawah tangan jika wasilah suatu pekerjaan tersebut 

mengantarkan pada kerusakan maka menjadi dilarang 

مَنَعَ  نُوعِِ الْمُشِتَمِلِ عَلَى مَا كُل  مَفْسَدَةِ مُضَرَّةِ یَ تَ وَصَّلُ بهِِ إِلَى الشَّيِءِ الْمَمْ   

Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang 

menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung 

kerusakan atau bahaya
3
. 

 

Menurut Al-Syatibi, Shad ad-dhari 

 

 مَفْسَدَتهِِ مَصِلَحَةُ اِلَى هُوَ بِمَا الت َّوَصَّل

Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung 

kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).  

        Dimana yang hukum awal perkawinan itu  adalah mubah (tidak 

dilarang) bahkan wajib,   namun karena ada sesuatu atau wasilah yang 

menjadikan kemafsadatan tersebut menjadi tercegah/ dilarang, karena 

dikhawatirkan jika tetap melakukan perkwinan dibawah tangan atau sirri 

akan menjadikan kemafsadatan sehingga jauhlah ia dari kemaslahatan 

beribadah, seperti juga kaidah fikih: 

دَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحدَرءُِ الْمَفَاسِدِ مُقَ   

“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih 

kemaslahatan”.
4
 

                                                           
3
 . Wahbah} Al-Zuh}ayliy, Al-Waji>z fi> Us}u>l Al-Fiqh, (Damaskus: Da>r Al-Fiqr, 1999),108 

4
. Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Al-Madkhalu fi> 

AlQaw>’id Al Fiqhiyyati wa As|aruha> fi> Al-Ahka>mi Al-Syar’iyya>ti, terj. Qawaid Fiqhiyyah 

penterj. Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amzah, 2009), 21. 
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       Dari kaidah diatas jelas dikatakan bahwa segala yang mengandung 

keburukan (mafsadah) haruslah di hindari, sehingga dapat menjadi sandaran 

dalam penerapan Sha>d ad-dha>ri>’ah karena di dalamnya terdapat unsur 

mafsadah yang harus di hindari. 

لَى مِنِ جَلْبِ النَ فْعِ دَفْعُ الضَّرَرِ اَوْ   

Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih manfaat
5
 

        Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita 

dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih 

kemaslahatan, maka harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. 

Karena dengan menolak kemafsadatan maka akan meraih kemaslahatan 

juga. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya untyk meraih kemaslahatan 

di dunia dan akhirat. 

       Melihat kasus yang ada ini, yang terjadi di Kelurahan Ujung.  jika 

dilihat dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkannya maka perbuatan 

itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi 

dijadikan jalan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang, baik 

dengan tujuan yang disengaja atau tidak. Namun, jika dilihat dari dampak 

kemashlahatan dan kemafsadatannya maka bisa dilihat bahwa dampak dari 

kemafsadatannyalah yang sangat besar. Sehingga alangkah baiknya jika 

perkawinan bawah tangan tidak dilaksanakan.  

                                                           
5
 . Izzuddin, bin abd al-salam, Qowa id al-Ah{kam Fi Mas{a>lih al-Anam ( t.t: Da>r al Jail, 1980), 81 
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       Dari uraian diatas maka prinsip kehati-hatian merupakan cermin dari 

Sha>dh al-Dza>ri’ah dalam menentukan setiap pengambilan hukum dalam 

permasalahan terutama permasalahan yang diangkat kali ini. Dengan tidak 

melakukan perkawinan bawah tangan, maka besar harapan masyarakat 

yang akan menikah tidak melakukan perkawinan dibawah tangan atau 

secara sirri karena dikhawatirkan dapat menimbulkan banyak 

kemadharatan yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan.  

 


